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BAB I
HUKUM PERDATA DAN  

HUKUM DAGANG

A.	 Pengertian Hukum Perdata
Secara umum, Hukum perdata didefinisikan sebagai seperangkat 
peraturan berdasarkan undang undang yang mengatur baik hubungan 
antar individu (perseorangan) atau kelompok, seperti antara badan hukum 
dengan badan hukum lainnya. Khususnya dalam mengatur hubungan 
sehari hari seperti pendewasaan diri, kematian, perkawinan, perceraian, 
warisan, kegiatan usaha, dan urusan kepentingan lainnya. Beberapa ahli 
juga mendefinisikan hukum perdata dengan banyak arti berdasarkan 
dengan penafsirannya akan makna hukum perdata. Contohnya, Djaja 
S. Meliala (2014; 1) mendefinisikan Hukum perdata sebagai hukum 
pertengkaran atau perselisihan, berdasarkan dari kata “perdata” yang 
ditafsirkan dari Bahasa jawa kuno “pradoto” yang bermakna perselisihan 
atau pertengkaran. Beberapa ahli juga menafsirkan hukum perdata dengan 
makna yang berbeda seperti berikut:
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1.	 Prof. Subekti, S.H. mendefinisikan Hukum Perdata dalam arti yang 
luas mencakup keseluruhan hukum "privat materiel", yaitu semua 
hukum fundamental yang mengatur kepentingan-kepentingan 
perseorangan

2.	 Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. menyatakan bahwa, Hukum 
Perdata (materil) adalah kesemuanya didefinisikan sebagai segala 
norma hukum yang menentukan dan mengatur hak dan kewajiban 
perdata.

3.	 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. mendefinisikan Hukum Perdata 
sebagai hukum antar individu yang mengatur hak dan kewajiban 
seseorang terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di 
dalam pergaulan sosial masyarakat.

4.	 Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menafsirkan Hukum Perdata 
sebagai suatu kumpulan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban 
bersama orang perseorangan atau badan hukum.

5.	 Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn menafsirkan Hukum perdata sebagai 
hukum yang pokok bahasannya merupakan suatu kepentingan 
khusus, yang pengurusannya diserahkan kepada pihak-pihak yang 
bersangkutan.

Hukum perdata dalam arti luas dan sempit.
Menurut profesor Subekti, semua hukum “privat materiel”, atau semua 
hukum fundamental yang mengatur kepentingan individu, termasuk 
dalam hukum perdata dalam arti luas. "Perdata" sering dikontraskan 
dengan "pidana". Hukum perdata digunakan dalam arti yang lebih luas, 
berbeda dengan hukum dagang. Menurut Prof. Soedewi Masjchoen 
Sofwan, hukum perdata yang diatur dalam KUH Perdata adalah hukum 
perdata dalam arti sempit, tetapi hukum perdata dalam arti luas sekarang 
juga mencakup hukum dagang. Berikut ini kesimpulannya:

1.	 Dalam arti sempit, hukum perdata mencakup semua ketentuan 
yang termasuk dalam KUHP, seperti hukum pribadi, hukum harta 
(harta kekayaan), hukum keluarga, daluwarsa, hukum waris, hukum 
perikatan, dan hukum pembuktian.
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BAB II
PENGATURAN HUKUM PERDATA

Hukum perdata materiil dalam hukum Eropa ditulis dan 
dikodifikasikan. KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan KUH 

Dagang (Wetboek van Koophandel), masing-masing terdiri dari 4 (empat) 
buku atau bagian, masing-masing, yaitu:

A.	 Buku 1 Perihal Orang
Hukum menganggap manusia sebagai subjek hukum sejak lahir hingga 
meninggal, tetapi ada satu pengecualian yakni, seorang bapak yang 
meninggalkan bayinya di dalam kandungan.

1.	 Orang sebagai subjek hukum
Perbuatan hukum harus berumur: 21 tahun
a.	 Orang yang sudah berumur 21 tahun keatas bisa melakukan 

perbuatan hukum kecuali orang judi, pemboros, pemabuk (harus 
ditemani curatele/wali).

b.	 Orang yang masih berumur 21 tahun kebawah/ 15 tahun boleh 
melakukan perbuatan hukum asalkan sudah menikah.
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2.	 Dalam hubungan keluarga dalam KUH Perdata
Ikatan dalam kehidupan keluarga yang berasal dari hubungan 
perkawinan dan hubungan darah.
a.	 hubungan kawin: mertua, ipar, anak tiri
b.	 hubungan darah keatas: ayah, ibu. Samping: saudara kandung. 

Kebawah: anak kita.
c.	 Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut KUH Perdata: ikatan lahiriah 
antara pria dan wanita.

Umur: 18 tahun (Lk), 13 tahun (Pr).
Asas monogami: seorang yang sudah menikah secara mutlak 
tidak boleh menikah lagi. Menikah dicatatan sipil.

Pengertian perkawinan menurut UU. Perkawinan: hubungan 
lahir dan batin antara pria dan wanita yang membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.

Umur: 19 tahun (LK/PR).
Asas monogomi: seorang yang sudah menikah boleh 

menikah lagi asalkan ada kesepakatan antara dua belah pihak. 
Menikah di KUA.

Buku 1 Perihal Orang dalam Hukum Perdata adalah "Keterlibatan" 
(Parties). Berikut adalah sistematika materi dalam Buku 1 Perihal Orang:

1.	 Pengertian Keterlibatan (Definition of Parties)
a.	 Pasal 1: " Keterlibatan didefinisikan sebagai keberadaan seseorang 

yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum perdata."
b.	 Pasal 2: " Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau 

pihak-pihak yang tidak terlibat dalam suatu perjanjian" adalah 
dua contoh keterlibatan. "

2.	 Kriteria Keterlibatan (Criteria of Parties)
a.	 Pasal 3: Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1)	 Mempunyai keberadaan yang jelas.
2)	 Memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.
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BAB III
BADAN USAHA

A.	 Pengertian Badan Usaha
Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau entitas hukum yang bertujuan 
untuk menghasilkan keuntungan. Badan usaha juga kesatuan hukum 
untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal dan tenaga 
kerja.

Perbedaan perusahaan dan pekerjaan
1.	 Perusahaan

a.	 Berbentuk badan usaha (perseorangan dua orang atau lebih, yang 
melakukan kegiatan terus menerus dan tetap).

b.	 Tujuannya untuk mencari untung.
c.	 Harus ada pembukuan dan ada yang wajib dibayar kepada 

karyawan.
2.	 Pekerjaan

a.	 Professional
b.	 Tujuannya untuk mencari uang
c.	 Terserah pekerja
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B.	 Dilihat dari jumlah pemiliknya
1.	 Perseorangan adalah perusahaan yang hanya dimiliki oleh satu individu 

sebagai pemilik modal, pengelola, atau pemimpin. Perusahaan kecil 
yang tidak memerlukan izin khusus biasanya menggunakan jenis 
badan usaha ini. Dengan demikian, setiap orang diizinkan untuk 
memulai bisnis perseorangan tanpa campur tangan pemerintah. Selain 
itu, badan usaha skala besar biasanya disebut Badan Usaha Milik 
Swasta (BUMS), sementara yang berskala kecil disebut UKM (Usaha 
Kecil dan Menengah). Karena satu orang mengelola dan mengawasi 
perusahaan, pemilik atau pengelola tersebut akan memperoleh semua 
keuntungan dari perusahaan tanpa membaginya kepada orang lain.

Ciri-ciri Perusahaan perseorangan
a.	 Dimiliki oleh individu atau perusahaan keluarga.
b.	 Biasanya memiliki modal yang lebih kecil.
c.	 Sistem manajemennya sederhana
d.	 Kelangsungan bisnis didasarkan pada para pemiliknya.
e.	 Nilai tambah dan penjualan relatif kecil
f.	 Akta pendirian tidak diperlukan.
g.	 Perusahaan perseorangan tidak diatur oleh aturan khusus; 

namun, mereka hanya perlu mendapatkan izin usaha dari Dinas 
Perdagangan setempat.

h.	 Pengusaha memiliki sendiri seluruh kekayaan atau aset 
perusahaan dan bertanggung jawab sendiri pula atas seluruh 
utang perusahaan, Jika perusahaan bangkrut, modal dan 
kekayaan tidak terpisah. Pengusaha memiliki semua aset dan 
utang perusahaan

Kelebihan dan kekurangan Perusahaan perseorangan
Kelebihannya sebagai berikut:
a.	 Mudah dibuat, murah biaya dan tidak memerlukan izin dari 

pemerintah.
b.	 Keuntungan dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usaha.
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BAB IV
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A.	 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual
Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah adanya kemampuan timbul karena 
manusia dikasih tuhan untuk berpikir, kemampuan tersebut menghasilkan 
suatu karya.

B.	 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Sejarah HKI dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, ketika ide dan karya 
seni dipercaya sebagai milik pribadi. Berikut adalah ringkasan sejarah 
HKI:

1.	 Zaman Kuno
Dalam budaya Yunani kuno, ide dan karya seni dipercaya sebagai 
milik pribadi. Misalnya, Plato dan Aristotle mempercayai bahwa 
ide-ide mereka adalah milik mereka sendiri. Dalam budaya Romawi, 
hak cipta untuk karya seni dan sastra dikembangkan. Misalnya, 
Quintilianus, seorang ahli retorika, memperjuangkan hak cipta atas 
karyanya.



SELAYANG PANDANG HUKUM PERDATA DAN DAGANG26

2.	 Abad Pertengahan
Dalam Abad Pertengahan, ide-ide dan karya seni tidak dianggap 
sebagai milik pribadi. Namun, beberapa komponis musik dan seniman 
memperjuangkan hak cipta atas karyanya. Dalam tahun 1450-an, 
Johannes Gutenberg mencetak buku pertama dengan menggunakan 
mesin cetak, yang meningkatkan kesadaran akan perlindungan hak 
cipta.

3.	 Abad Modern Awal.
Dalam tahun 1700-an, pembaruan ide-ide tentang hak cipta terjadi. 
Ahli hukum Inggris, William Blackstone, memperjuangkan hak 
cipta sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam tahun 1774, 
Inggris mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta pertama, yang 
memberikan hak cipta kepada penulis dan komposer.

4.	 Abad Modern Akhir
Dalam tahun 1886, Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang 
Hak Cipta, yang memberikan hak cipta kepada penulis dan komposer. 
Dalam tahun 1950-an, perjanjian antara negara-negara dunia 
menetapkan standar minimum untuk perlindungan HKI. Dalam 
tahun 1990-an, Internet dan teknologi informasi meningkatkan 
kesadaran akan perlindungan HKI.

5.	 Tahun 2000-an Sampai Sekarang
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting 
di era teknologi dan globalisasi pada tahun 2000-an, ketika perjanjian 
internasional seperti WIPO dan TRIPS (Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights) menetapkan standar minimum untuk 
perlindungan HKI. Sebagaimana ditunjukkan di atas, perlindungan 
hak asasi manusia telah ada sejak zaman kuno dan merupakan bagian 
dari hak asasi manusia.

Hak untuk memiliki industri atau kekayaan industrial, terutama yang 
berwenang mengatur perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual 
industri, dikenal sebagai hak milik industri. Hak milik industri mencakup 
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BAB V
JUAL BELI

A.	 Pengertian Jual Beli
Menurut KUHPerdata Pasal 1457, jual beli adalah perjanjian di mana satu 
pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak lain 
membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli adalah suatu 
ikatan bertimbal balik di mana si penjual berjanji untuk menyerahkan 
hak milik atas suatu objek, dan pembeli berjanji untuk membayar harga 
yang terdiri atas jumlah tersebut sebagai imbalan atas hak milik tersebut. 
Istilah ini menggabungkan dua tindakan yang saling menguntungkan ini 
dengan istilah Belanda koopen verkoop, yang juga berarti bahwa satu pihak 
verkoopt (menjual) dan yang lainnya koopt (membeli).

B.	 Jual Beli Perdata
Jual beli perdata adalah jenis jual beli yang dapat dilakukan oleh siapa 
saja untuk memenuhi kebutuhan dasar pembeli. Konsesualisme adalah 
dasar hukum perdata hukum perjanjian. Artinya, cukup untuk mencapai 
konsensus dan bahwa perjanjian itu telah dibuat pada saat atau setelah 
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terciptanya konsensus yang disebutkan di atas. Perjanjian menjadi 
mengikat pada saat itu.

C.	 Jual Beli Perniagaan dalam Perusahaan
Jual beli perniagaan, juga dikenal sebagai "jual beli perusahaan", adalah 
jual beli yang dilakukan oleh pengusaha atau pedangang dengan tujuan 
untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau menghasilkan keuntungan. 
Menurut Zeylemaker, jual beli perusahaan adalah suatu perjanjian jual beli 
yang dilakukan oleh perusahaan, bukan oleh pedagang atau pengusaha 
lainnya.

Syarat-syarat jual beli perniagaan
1.	 Penjual memberikan produk atau barang di samping kapal.
2.	 Pembeli mendapatkan kapal di pelabuhan pemuatan.
3.	 Biaya pemuatan ke kapal ditanggung oleh pembeli.
4.	 Biaya asuransi.
5.	 Biaya angkutan.
6.	 Biaya-biaya pembongkaran dan ongkos-ongkos lain digudang.

D.	 Letter of Credit/LC
Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan 
pembeli atau importir yang ditunjukkan kepada penjual atau eksportir 
melalui advising bank disebut letter of credits. Surat pernyataan ini 
menyatakan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu 
jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam Letter of Credit dipenuhi. 
Permintaan Untuk melakukan pembayaran kepada pihak tertentu 
yg pembayaran itu disyaratkan diikuti dg penyerahan dokumen-
dokumen tertentu. Dokumen tertentu ini umumnya diperjanjikan pada 
saat terjadinya transaksi jual beli. L/C ini bukan termasuk surga, tapi 
merupakan sarana cara bayar, khususnya pembayaran dlm perdagangan 
jarak jauh yg umumnya dilakukan antar negara.
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BAB VI
SURAT BERHARGA

A.	 Pengertian Surat Berharga
Dalam beberapa bahasa, surat berharga juga dikenal sebagai surat 
perdagangan (Commercial Paper) atau instrumen bernegosiasi. Surat 
disebut sebagai surat berharga karena memiliki nilai moneter atau harga. 
Surat komersial disebut sebagai surat perdagangan karena surat biasanya 
digunakan sebagai objek perdagangan selain sebagai pengganti uang atau 
alat pembayaran. Karena surat-surat tersebut dapat diperjualbelikan—
tentu saja dengan nilai yang tidak selalu sama dengan nilai nominal 
yang disebutkan dalam surat—dianggap sebagai instrumen yang dapat 
diperjualbelikan. Karena surat berharga berfungsi sebagai objek transaksi 
komersial dan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai, surat 
berharga juga disebut sebagai kertas komersial.

Purwosutjipto membedakan surat berharga (waardepapier) dengan 
surat yang berharga (papieren van waarde). Surat berharga adalah bukti 
tuntutan utang yang dapat diperjualbelikan dengan mudah, sedangkan 
surat yang berharga adalah bukti utang yang sulit diperjualbelikan.
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Salah satu bidang hukum bisnis yang berkembang dengan cepat di 
Indonesia adalah hukum surat berharga. Surat berharga adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh penerbit sebagai tanda bahwa mereka telah 
membayar sejumlah uang kepada beberapa pihak. Pihak yang menerima 
surat berharga, penerbit, atau pihak ketiga kepada siapa surat berharga 
dikirim, adalah semua pihak yang menerima surat berharga.

Dokumen yang memiliki nilai uang dan diakui dan dilindungi 
oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, 
penagihan, atau jenis transaksi lainnya disebut juga dengan surat berharga. 
Surat berharga juga dapat diperdagangkan dengan pihak lain dan ditukar 
dengan uang tunai; terutama di kalangan pengusaha, menggunakan surat 
berharga sebagai alat pembayaran dianggap lebih efisien dan aman.

B.	 Fungsi Kegunaan Surat Berharga
Surat berharga berfungsi sebagian besar sebagai surat legitimasi karena 
memberi panduan kepada pemegang surat yang dianggap sebagai pihak 
yang memiliki hak tertentu.

Surat berharga dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya sebagai:
1.	 Alat pembayaran, seperti cek, bilyet giro dan wesel bayar atau alat 

ukur.
2.	 Sebagai alat pemindahan hak tagih atau untuk menyerahkan hak 

tagih yang dapat diperjualbelikan.
3.	 Sebagai bukti legalitas hak tagih.
4.	 Surat bukti investasi seperti obligasi atau surat saham.

C.	 Surat Berharga yang Dipergunakan pada Lembaga 
Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank menggunakan enam surat berharga, yaitu:
1.	 Sertifikat Deposito adalah deposito yang memiliki sertifikat yang 

menunjukkan bahwa itu adalah deposito yang dapat dipindah 
tangankan.
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BAB VII
HUKUM ASURANSI

A.	 Pengertian Hukum Asuransi
Hukum asuransi/pertanggungan adalah perjanjian yang mengikat 
penanggung dan pertanggung dengan membayar premi asuransi kepada 
tertanggung untuk membayar kerugian, kerusakan, atau kehilangan 
apa pun. (Sesuai dengan pasal 2,4,6 Undang-Undang Hukum Dagang). 
Asuransi dapat digambarkan secara umum sebagai rencana yang dibuat 
oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil 
yang tidak dapat diprediksi. Ketika salah satu anggota perkumpulan 
mengalami kerugian, mereka bertanggung jawab bersama.

B.	 Unsur-unsur Hukum Asuransi
Komponen asuransi atau pertanggungan berikut:

1.	 Pihak-Pihak
Subyek Asuransi adalah pihak yang terlibat dalam asuransi, yaitu
a.	 Penanggung: Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa penanggung 

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi 
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untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena kehilangan, 
kerusakan, atau ketidakmampuan untuk mendapatkan 
keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita sebagai 
akibat dari kejadian yang tidak pasti.

b.	 Menurut Pasal 246 KUHD, tertanggung adalah pihak yang 
membayar premi dan menerima ganti rugi karena kerusakan, 
kehilangan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan 
yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

c.	 Pemegang Polisi hanya disebutkan dalam Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 122, dan didefinisikan sebagai pihak 
yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan 
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, 
atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk melindungi atau 
mengelola risiko bagi dirinya sendiri, tertanggung, atau pihak 
lain.

2.	 Status pihak-pihak
Penanggung harus berstatus perusahaan badan hukum, seperti 
Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero), atau 
Koperasi. Tertanggung dapat berstatus perseorangan, persekutuan, 
atau badan hukum, baik perusahaan atau bukan perusahaan. 
Tertanggung juga dapat berstatus sebagai pemilik atau pihak 
berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

3.	 Obyek Asuransi
Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak melalui obyek 
asuransi, yang dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang 
melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau 
ganti kerugian. Penanggung bertujuan untuk bebas dari risiko dan 
memperoleh penggantian jika harta miliknya rusak. Sebagai imbalan 
pengalihan risiko, penanggung bertujuan untuk membayar sejumlah 
premi.
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BAB VIII
HUKUM PENGANGKUTAN

A.	 Pengertian Pengangkutan
Pengangkutan adalah perpindahan orang atau barang dengan 
menggunakan alat tertentu dari tempat asal ke tempat tujuan. Hanya 
mencakup transportasi barang atau penumpang dari stasiun/terminal/
pelabuhan/bandara tempat kedatangan ke stasiun/terminal/pelabuhan/
bandara tujuan. Pengangkutan, menurut Ridwan Khairandy, didefinisikan 
sebagai pemindahan komoditas dan orang-orang dari tempat asal ke 
tempat tujuan. Beberapa komponen transportasi adalah sebagai berikut:
1.	 Adanya barang yang dibawa atau diangkut.
2.	 Ketersediaan kendaraan sebagai metode transportasi atau alat angkut.
3.	 Ada tempat yang dapat dilalui oleh alat angkut.

Pengangkutan didefinisikan sebagai perjalanan dari lokasi awal 
kegiatan angkutan ke lokasi akhir kegiatan angkutan.
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B.	 Fungsi Pengangkutan
Pengangkutan adalah proses mengangkut barang dan orang dari satu 
tempat ke tempat lain dengan tujuan meningkatkan nilai dan daya guna.

Dasar hukum pengangkutan, sebagai berikut:
1.	 KUH Perdata
2.	 KUH Dagang
3.	 UU NO 13 TAHUN 1992 (perkeretaapian) UU KA.
4.	 UU NO 22 TAHUN 2009 (lalu lintas da angkutan jalan)
5.	 UU NO 21 TAHUN 1992 (pelayaran)
6.	 UU NO 15 TAHUN 1992 (penerbangan)

Sifat pengangkutan: pengangkut dan ada yang diangkut dan pelayanan 
secara berkala berupa jasa.

C.	 Prinsip Tanggung Jawab
Prinsip tanggung jawab
1.	 Tanggung jawab karena kesalahan: Jika pengangkut melakukan 

kesalahan selama penyelenggaraan, pengangkut bertanggung jawab 
untuk membayar segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya, 
asalkan pengangkut memberi bukti kepada pengirim bahwa 
pengangkut benar melakukan kesalahan.

2.	 Praduga: Pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab atas setiap 
kerugian yang timbul sebagai akibat dari pengangkutan; namun, jika 
pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia akan 
dibebaskan dari tanggung jawab ganti kerugian karena pembuktian 
pengangkutan.

3.	 Mutlak: Jika tidak ada bukti, pengangkut bertanggung jawab 
atas kerugian yang timbul karena peristiwa yang terjadi selama 
penyelenggaraan pengangkutan. Indonesia mengikuti prinsip-prinsip 
pertama dan kedua.
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BAB IX
HUKUM INVESTASI

A.	 Pengertian Hukum Investasi
Dalam bahasa Latin, istilah "investasi" berarti "memakai", dan dalam 
bahasa Inggris, "investasi" berarti "investasi." Investasi biasanya berarti 
menempatkan uang pada berbagai jenis aset, termasuk aset real (misalnya, 
tanah, emas, properti) dan aset finansial (misalnya, berbagai jenis surat 
berharga seperti saham, obligasi, dan reksadana). Investasi adalah kegiatan 
menanamkan modal dengan harapan mendapatkan manfaat tambahan 
atau keuntungan dari investasi tersebut. Penanaman modal di Indonesia 
telah berkembang selama lebih dari lima puluh tahun. Selama periode 
ini, kegiatan penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing, telah 
berkembang dan membantu mencapai tujuan pembangunan nasional.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2017, 
penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik 
oleh penanam modal dalam negeri maupun asing, untuk melakukan 
usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 1 angka 
7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2017, mendefinisikan modal sebagai 
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aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki 
oleh penanam modal dan memiliki nilai ekonomis. dimana Penanaman 
Modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan ekonomi dan dianggap 
sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, 
menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi 
kerakyatan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam suatu 
sistem ekonomi yang berdaya saing.

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, kita dapat 
mengidentifikasi komponen terpenting dari usaha penanaman modal, 
yaitu:
1.	 Ada alasan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai 

modalnya.
2.	 Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang terlihat 

dan dapat diraba (tangible), tetapi juga hal-hal yang tidak terlihat dan 
tidak dapat diraba.

3.	 Modal dapat berupa bentuk lain yang memiliki nilai ekonomi, bukan 
hanya uang.

Tujuan investasi adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi 
nasional dan mewujudkan kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia. 
Untuk mencapai tujuan ini, Penanaman Modal harus ditingkatkan 
untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi nyata 
dengan menggunakan modal dalam dan luar negeri. Dengan demikian, 
Penanaman Modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan 
perekonomian nasional. Dengan demikian, menurut Pasal 3 Ayat 2 UU 
No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tujuan penyelenggaraan 
Penananam Modal adalah untuk:
1.	 Mempercepat pertumbuhan ekonomi negara
2.	 Menciptakan lapangan pekerjaan baru
3.	 Memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
4.	 Meningkatkan kemampuan bisnis nasional untuk bersaing di pasar 

global
5.	 Meningkatkan kemampuan dan kapasitas teknologi negara
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BAB X
HUKUM KEPAILITAN

A.	 Pengertian Hukum Kepailitan
Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan "pailit" sebagai keadaan di 
mana seseorang mengalami kerugian atau kebangkrutan. Menurut 
Kamus ekonomi pailit, pembubaran perusahaan diikuti dengan proses 
penjualan harta perusahaan, penagihan piutang untuk melunasi utang, 
dan penyelesaian utang atau sisa harta antara pemegang saham. Pasal 
1 angka 1/UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan kepailitan sebagai sita 
umum atas semua kekayaan debitor pailit. Kurator, di bawah pengawasan 
hakim pengawas, mengawasi pengurusan dan pemberesannya.

Hukuman kepailitan yang diterapkan di Indonesia berasal dari 
pemerintah kolonial Belanda yang menganut sistem hukum Eropa 
kontinental. Hukum kepailitan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh 
sistem hukum Anglo Saxon, meskipun pranata hukum kepailitan tidak 
sepenuhnya mengikuti sistem hukum Eropa kontinental. Pada dasarnya, 
peningkatan kecepatan perdagangan hukum ekonomi dan perekonomian 



SELAYANG PANDANG HUKUM PERDATA DAN DAGANG90

Indonesia dapat menyebabkan kepailitan. Saat ini, undang-undang 
ekonomi Indonesia dapat menimbulkan berbagai masalah utang piutang 
di masyarakat. Selain itu, krisis moneter yang terjadi telah berdampak 
negatif pada perekonomian nasional dan menghadirkan tantangan 
besar bagi sektor usaha untuk menyelesaikan utang mereka agar dapat 
terus beroperasi. Negara-negara dengan tradisi hukum common law 
yang dipelopori oleh Inggris Raya melihat tahun 1952 sebagai tahun 
penting dalam sejarah hukum kepailitan. Pada tahun itu, parlemen 
mengamandemen undang-undang yang disebut Act Against Such Persons 
as Do Make Bankrupt. Pada dasarnya, undang-undang tersebut mengatur 
dan menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitur nakal 
yang gagal membayar utang sambil menyembunyikan aset. Di sisi lain, 
undang-undang tersebut memberikan hak-hak kepada kelompok kreditor 
yang tidak dimiliki oleh kreditor individual.

Sejarah hukum kepailitan di Indonesia dimulai dengan kedatangan 
Wetboek van Koophandel (KUHD) ke negara tersebut. Hal ini disebabkan 
oleh fakta bahwa peraturan sebelumnya tentang kepailitan ditemukan 
dalam Buku III KUHD. Namun, pada akhirnya, peraturan tersebut dicabut 
dari KUHD dan diganti dengan aturan kepailitan baru yang independen.

Ketika salah satu kreditor melakukan penagihan atas utang debitor 
yang telah jatuh tempo, tidak semua sengketa utang piutang dapat 
diselesaikan melalui kepailitan; gugatan perdata biasanya di PN. Seluruh 
harta debitor menjadi sumber pelunasan utang kepada kreditor.

Untuk lembaga kepailitan untuk menyelesaikan sengketa utang 
piutang, harus ada utang yang telah jatuh tempo dan setidaknya debitor 
memiliki dua kreditor atau lebih. Pada dasarnya, seluruh kekayaan debitor 
berfungsi sebagai jaminan bahwa dia akan membayar utangnya kepada 
kreditor. Tetapi penyelesaian ini harus sesuai dengan peraturan hukum 
yang mengatur prioritas pembagian harta debitor.
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BAB XI
HUKUM PERBANKAN

A.	 Pengertian Hukum Perbankan
Menurut Djumhana, hukum perbankan merupakan kumpulan peraturan 
hukum yang mengatur segala aspek operasi lembaga keuangan bank, 
termasuk pentingnya dan hubungannya dengan bidang lain dalam 
kehidupan.

Hukum perbankan, menurut Munir Fuady, adalah sekumpulan 
peraturan yang dibentuk oleh undang-undang, yurisprudesi, doktrin, 
dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah perbankan dan 
aspek kehidupan sehari-harinya. Hukum perbankan mengatur hak, 
kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam bisnis 
perbankan, serta hal-hal yang suatu bank boleh dan tidak boleh lakukan.

Hermansyah menyatakan bahwa hukum perbankan mencakup aturan 
tertulis dan tidak tertulis yang mengatur bank, termasuk kelembagaan, 
kegiatan usaha, dan bagaimana operasinya dilakukan.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, 
bisnis, dan cara mereka menjalankan bisnisnya, disebut sistem perbankan. 
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Berdasarkan pengertian ini, dapat dikatakan bahwa sistem perbankan 
mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, termasuk 
kelembagaan, bisnis, dan cara mereka menjalankan bisnisnya secara 
keseluruhan (Hermansyah, 2020).

B.	 Fungsi Perbankan
Pasal 3 UU Perbankan menyatakan bahwa "Fungsi utama perbankan 
Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat." 
Ketentuan ini menggambarkan peran bank sebagai perantara antara 
pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dan pihak yang 
kekurangan dana (lack of funds).

C.	 Tujuan Perbankan
Perbankan Indonesia memiliki tujuan strategis yang tidak semata-mata 
berfokus pada ekonomi tetapi juga pada masalah non-ekonomi seperti 
stabilitas nasional, yang mencakup stabilitas politik dan sosial. Pasal 4 
Undang-Undang Perbankan menyatakan secara menyeluruh tentang hal 
ini:

Dalam upaya meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan 
stabilitas bangsa, perbankan Indonesia berusaha mendukung pelaksanaan 
pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.

D.	 Asas-asas Hukum Perbankan
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
menyatakan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 
berasaskan demokrasi ekonomi dengan mengguna- kan prinsip kehati-
hatian." Ini menunjukkan dasar perbankan Indonesia. Secara resmi, yang 
dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi yang 
didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, Mubiyarto, seorang ahli ekonomi dari Universitas 
Gadjah Mada, mengatakan dalam pidatonya di Gedung Kebangkitan 
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BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

A.	 Pengertian Penyelesaian Sengketa Bisnis
Sengketa, konflik atau masalah yang terjadi di dalam sebuah perusahaan 
dapat disebut sebagai sengketa bisnis jika melibatkan pihak lain atau 
perusahaan lain. Tentu saja, ini bukan hal yang baik, dan kadang-kadang 
hasilnya akan merugikan perusahaan.

Karena tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, 
proses sengketa berlanjut. Situasi sengketa dapat terjadi antara dua pihak 
yang berbeda. Secara umum, orang tidak akan menyatakan pendapat yang 
dapat menyebabkan konflik. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan hasil 
yang tidak menyenangkan ketika seseorang menghadapi situasi rumit yang 
mengundang ketidaktentuan yang dapat mempengaruhi kedudukannya.

Perkara sengketa bisnis biasanya diajukan ke Pengadilan dalam 
bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata mengatur dua sebab utama sengketa bisnis: 
Dalam hal wanprestasi, Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa 
debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis 
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itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu jika perikatan 
ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang 
ditentukan. Selain itu, Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa 
penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tak dipenuhinya suatu 
perikatan mulai diwajibkan, jika debitur, Pasal 1365 Kode Hukum Perdata 
menyatakan bahwa tiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada 
orang lain mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk 
mengganti kerugian tersebut.

B.	 Penyelesaian sangketa dipengadilan
1.	 Tahap administrasi

Pada dasarnya, terdapat beberapa tahapan dalam proses penyelesaian 
sengketa melalui pengadilan seperti:
a.	 Pengajuan Gugatan

Salah satu pihak mengajukan gugatan (complaint) kepada 
pengadilan dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang 
mendukung klaimnya. Gugatan harus mengidentifikasi pihak-
pihak yang terkait, merepresentasikan fakta-fakta yang terjadi, 
dan menjelaskan hukum yang dikenakan.

b.	 Penerimaan Gugatan
Pengadilan menerima gugatan dan memberikan nomor kasus 
(case number). Pengadilan juga mengirimkan salinan gugatan 
kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan tanggapan.

c.	 Tanggapan
Pihak-pihak terkait memberikan tanggapan (answer) kepada 
gugatan dengan menjawab klaim-klaim yang diajukan. 
Tanggapan harus mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait, 
merepresentasikan fakta-fakta yang terjadi, dan menjelaskan 
hukum yang dikenakan.
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